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SINOPSIS 

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan. Setiap perencanaan 

pembangunan disusun melalui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan 

pembangunan atau biasa disebut Musrembang, di tingkat desa disebut dengan Musrembang 

Desa. Musrembang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan desa 

yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan 

menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) RKP dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Demi terselenggaranya 

pemerintahan desa yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka partisipasi 

dari masyarakat dalam Musrembang merupakan faktor penting yang tidak bisa dihilangkan. 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam Musrembang. Oleh sebab itu, dalam penelitian 

ini penulis coba mengangkat sebuah masalah tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Gosoma”, dimana partisipasi yang 

dimaksudkan penulis dilihat dari beberapa ruang lingkup, mencakup kehadiran, pembahasan, 

prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta, dan 

dalam penjelasan kepala desa mengenai hasil evaluasi pembangunan tahunan. Berdasarkan 

permasalahan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah “Bagaimana Pertisipasi 

Masyarakat dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrembang Desa) di Desa Gosoma 

Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara?” 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan unit 

analisanya adalah kepala desa, sekretaris desa,, Kaur Pembangunan Desa, tokoh masyarakat dan 

masyarakat yang jumlah respondennya sebanyak 9 orang. Adapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik Purposive yaitu sampel yang diambil dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Purposive  yang digunakan dalam metode dan penyimpulan data yang dipakai penulis 

merupakan kajian khusus dari kasus yang akan diteliti di Desa Gosoma kecamatan Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat dirumuskan bahwa Partisipasi Masyarakat 

dalm Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang Desa) di Desa Gosoma Kecamatan 

Tobelo Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut : kehadiran warga masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam Musrembang Desa masih rendah, sedangkan pasrtisipasi masyarakat 

dalam pembahasan, dalam priorotas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi 

masalah oleh peserta, dan dalam penjelasan kepala desa mengenai hasil evaluasi pembangunan 

tahunan di desa Gosoma sudah cukup baik. 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan harus menerapkan prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah 

(bottom up), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (participatory), 

dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (from and with people). Selama masa 

Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun 

daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri dari tahun ke tahun 

tidak pernah menjadi kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan 

subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidak berdayaan 

pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan 

karena pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah.Pola pendekatan yang 

sentralistik dan keseragaman yang selama ini dikembangkan pemerintah pusat 

telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah dalam melakukan 

pembangunan.Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (localdiscreation) 

untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.Kewenangan yang selama ini 

diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang 

memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang 

adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, akan tetapi 

justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. 

Pendekatan keseragaman dalam pembangunan desa pada zaman orde baru 

mengakibatkan keanekaragaman karakteristik dan kekayaan masyarakat lokal 
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sangat diabaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi 

pembangunan. Padahal masyarakat lebih memahami kebutuhan dan permasalahan 

yang harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-

kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan 

secara mandiri dan swadaya.Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah 

untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak 

masyarakatnya ternyata tidak diwujudkan. 

Dampak dari pendekatan pembangunan yang bersifat top down  yang selama 

ini dilaksanakan pemerintah dimana kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah 

pusat menyebabkan pemerintah daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap 

aspirasi masyarakat daerah. Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya 

berada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak ikut 

dilibatkan.Akibatnya pelaksanaan pembangunan berjalan lamban karena 

kelemahan birokrasi yang terlalu panjang dan terjadinya tumpang tindih dalam 

melaksanakan suatu program pembangunan.Akibat lainnya yang muncul adalah 

tidak jarang rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan 

oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik, pada tahun 

1998 terjadi reformasi yang mengakibatkan pergantian sistem sentralistik dengan 

sistem desentralistik dalam sistem pemerintahan demikian pula dalam sistem 

pembangunan. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang 

kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah. 
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Setelah dilaksanakannya otonomi daerah penyelenggaraan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan pada pelaksanaan 

otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi selaras dan seimbang supaya 

dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya guna dan 

berhasil guna. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan 

pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan 

masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi 

aspirasi masyarakat dalam melaksnakan pembangunan. Dengan skema otonomi 

daerah yang baru, yang lebih menekankan hak bagi daerah dan urgensi prakarsa 

masyarakat, menunjukkan kuatnya posisi daerah dalam menentukan masalah 

rumah tangganya sendiri. 

Dengan terjadinya perubahan paradigma pemerintahan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan birokrasi dari sistem yang 

sentralistis ke desentralistis, maka pemerintah daerah dalam penerapan asas 

desentralisasi harus membuat sendiri perencanaan pembangunan, baik itu elemen 

fisik, sosial maupun fiskal. Perencanaan pembangunan yang ada kemudian 

direfleksikan dengan dokumen anggaran yang dibuat dan yang dituangkan dalam 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

Adimiharja (2003:1) mengungkapkan dalam paradigma pembangunan 

sekarang ini pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi 

pembangunan yang bertumpu pada rakyat (peopel centered development). Strategi 
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ini menyadari pentingnnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian 

dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber 

daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau 

kepemilikan. 

Sedangkan Adisasmita (2006, 34) mengungkapkan bahwa penentuan program 

pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan 

dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom –up 

planning.Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk 

pemberdyaan masyarakat.Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini 

bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari 

pembangunan tersebut. 

Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat 

harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.Pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan.Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa 

partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam 

kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek 

pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedian dan kemauan masyarakat untuk 

berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. 

Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi pengelolaan 

pembangunan, mempersyaratkan: 
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a) adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh proses 

pengelolaan pembangunan 

b) pemerintah dan seluruh institusi pengelolaan pembangunan wajib 

menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 

berperan aktif dalam proses pembangunan. 

c) terciptanya demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat 

masyarakat, dalam Ditjen PMD (2005:3).  

Pemberdayaan masyarakat ini ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam 

proses-proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan sehingga 

kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti yang 

diungkapkan Samuel Paul dalam Prijono dan Pranarka (1996:133) 

“....participation refers to an active process whereby beneficiaries influence the 

direction and execution of development projects rather than merly receive a share 

of project benefit.” Perencanaan partisipatif lebih ditekankan pada keterlibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi 

hingga evaluasinya. Jadi tidak hanya sekedar merasakan hasil dari suatu proyek 

pembangunan yang dilaksanakan. 

Korten dalam Muluk (2007:5) menyatakan betapa pentingnya partisipasi 

dalam berbagai proses pembangunan sehingga pembangunan dapat dijalankan 

untuk meningkatkan martabat manusia. Sedangkan Burnsetal dalam Muluk 

(2007:5) menunjukkan pentingngnya partisipasi sebagai strategi untuk 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Conyers 
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(1994:154) menyebutkan tiga alasan utama mengenai pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 

1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal 

2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan atau 

perencanaannnya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 

proyek tersebut 

3) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat 

dilibatkan. 

Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat 

melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal. Kebijakan-

kebijakan yang dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah 

antara lain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP 

Nomor 114 tentang pedoman Pembangunan Desa, Serta Pemendagri 113 tahun 

2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Kebijakan tersebut mengatur 

sistem perencanaan yang bersifat top down serta perencanaan yang bersifat bottom 

up untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi. 
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 Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan bangsa 

karena penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di desa lebih banyak dari pada 

yang bertempat tinggal di kota. Selain itu perbandingan jumlah desa dan kota 

sangat jauh berbeda. Pada tahun 2013 jumlah penduduk desa adalah 50,2 % dan 

penduduk kota 49,8% (sumber: http://revolusidesa.com diakses pada 17 April 2015 

pukul 12.10 WIB). 

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data 

wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan 

seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 desa. Sedangkan jumlah kota hanya 

514 (sumber: http://ptkpt.net yang diakses pada 20 Mei 2015 pukul 06.36 WIB). 

Dengan besarnya jumlah desa dan penduduknya tersebut memberikan gambaran 

bahwa pembangunan desa sangatlah penting karena dengan membangun desa sama 

halnya membangun bangsa. 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 menyatakan 

sebagai berikut. „‟Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa desa juga mempunyai otonomi untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa 

desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan 
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inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat.Setiap pembangunan 

dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 79 

disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan 

pembangunan desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah 

dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan 

pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah 

berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya.Hal ini dimaksudkan agar 

terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat, daerah dan 

desa. Dengan menggunakan system perencanaan Top Down dan Bottom Up seperti 

ini diharapakan pembangunan akan lebih efektif. 
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Gambar 1.1 Konsep Perencanaan Pembangunan 

Sumber: UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 
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Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan (Muhi, 2010:7) adalah sebagai 

berikut. 

a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 

b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 

wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara 

desa dengan pemerintahan yang lebih atas 

c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan 

d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Setiap perencanaan pembangunan disusun melalaui forum musyawarah, yaitu 

musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang, di tingkat 

desa disebut dengan Musrenbang Desa.Musrenbang Desa adalah sebuah forum 

musyawarah para pemangku kepentingan (stakeholders) desa yang dilaksanakan 

secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun Angaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APB Desa). 

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam 



xxii 
 

penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib 

menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang 

Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapakan 

prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang 

didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari 

APBD.Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini 

mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. 

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 116 ayat 

1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut: 

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib 

menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara 

partisipatif. 

2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti 

oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam menyusun perencanaan 

pembangunan desa yang di dalamnya termuat RPJM Desa dan RKP Desa, 

pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen 

masyarakat. 

Desa Gosoma, merupakan Desa sala satu desa yang berada diKecamatan Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara, belum melaksanakan paradigma baru dari perencanaan 

pembangunan, dimana dalam perencanaan pembangunan belum membuka kesempatan 
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kepada seluruh warga untuk berpatisipasi, partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan masih kurang sekali. keikutsertaan masyarakat dalam 

penyusunan agenda pembangunan masih terlihat sesuatu yang asing bagi masyarakat, 

sehingga dalam perencanaan pembangunan masyarakat cenderung apatis tidak melibatkan 

diri. 

problem nyata yang dihadapi masyarakat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, 

Kabupaten Halmahera Utara adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada tidak 

memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena partisipasi yang dijalankan hanya 

partisipasi semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa 

menjamin proses penganggaran, berdasarkan people need asseeent. Pihak yang dominan 

justru goverment need assement, artinya masyarakat tidak dulibatkan dan terlibat secara 

penuh hingga pengambilan keputusan. keputusan program hanyalah hasil negosiasi antara 

eksekutif dan legislatif. sehingga program-program pembangunan yang dihasilkan bisa 

dikatakan kurang bermanfaat untuk publik. 

Adapun hal menarik lainnya adalah proses perencanaan pembangunan belum 

diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid 

mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Riyadi dan Bratakusumah 

(2004:36) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya 

dilakukan diatas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan 

sebagai data primer merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus ada dan 

digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan 

demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses 

keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta dan data yang dijadikan 
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sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan yang 

bersifat fisik dalam pencapaian tujuan yang lebih baik. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang dikemukakan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah perencanaan 

pembangunan  ( Musrenbang Desa ) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara? 

C.Tujuan Penelitian 

    Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan partisipasi Masyarakat 

dalam Musyawarah perencanaan pembangunan  (Musrenbang desa ) di Desa 

Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. 

D. Manfaat penelitian 

Mengacu pada tujuan penelitian, maka manfaat dilaksanakannya penelitian  

ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat akademis. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

kepada pemerintah desa, khususnya di Desa Gosoma mengenai partisipasi 

masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
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